BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, maka di tarik
kesimpulan dari hasil analisis kinerja keuangan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2014 - 2016 sebagai berikut;

1. Analisis Rasio Ekonomis menunjukan bahwa penggunaan Anggaran
Belanja yang tercantum dalam APBD Badan Pendapatan,Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Darah Provinsi NTT mulai dari tahun 2014-2016
termasuk kategori ekonomis karena capaian realisasi belanja berada
di bawah standar 100%, dimana capaian realisasi belanja pada tahun
2015 sebesar 92.75%, tahun 2016 sebesar 93.21%, dan tahun sebesar
97.63%

2. Analisis Rasio Efektivitas menunjukan bahwa efektifitas realiasi
pendapatan daerah tahun 2014 dan 2016 termasuk katogori tidak
Efektif karena capaian realiasinya di bawah standar sebesar 100% di
mana pada tahun 2015 capaiannya sebesar 98,59% dan tahun 2016
sebesar 94,99% tetapi pada tahun 2015 menujukan capaian rasio
efektivitas sebesar 101,13% di mana hanya tahun 2015 yang masuk
dalam kategori efektif.

3. Analisis Rasio Efesiensi menunjukan bahwa realisasi PAD dan biaya

yang dikeluarkan oleh Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan
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Keuangan dan Aet Darah NTT pada tahun 2016 menunjukan bahwa
capaian rasio efesien pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aet Darah Provinsi NTT dikatogorikan tidak Efesien karena
capaian realiasinya di atas standar 100%, yaitu sebesar 100,38%.
Hasil analisis data tersebut memberi gambaran bahwa adanya

pemborosan biaya yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan.

5.2. Saran
1. Diharapkan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat
mempertahankan realiasi belanja sesuai kebuuhan yang dianggarkan
sehingga pada tahun anggaran berikutnya pelaksanaan APBD Provinsi
NTT tetap berada dalam kategori ekonomis dan efesien. Di sisi lain harus
merelisasi anggaran pendapatan untuk mencapai tingkat efektifitas dalam

pelaksanaan APBD tahun anggaran akan datang.
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